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10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Bamt Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tupas Pokok, Fungsi dan Umian Tugas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemenntah Provinsi dan Kabu paten/Kota;

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang FE-
Terndering,

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerntah Nomor 2 Tentang Perubahan Perka
LEKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

Aensbe

Kepala ULP Memiliki Pendidikan Minimal S1;

Anggota Pokja ULP Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah;
Memahami struktur Organisasi ULP;

Memahami Konsep Dasar Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah;

Memahami Proses dan Aturan yang Mendasari Pengadasn Barang/Jasa Pemerintah;
Memahami Konsep Dasar Operasi Komputer;

Memahami Sistem Kerja Jaringan /[nternet.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Bamt Nomor 7 Tahun 2016 Tantang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kerja Daerah;

Peralatan/Perlengkapan :

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Orpganisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Dacrah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Pernilihan Penyvedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemernntah,

Jabatan Struktuml di Lingkungan Seckretariat Daerah dan Seclkretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah
Kabupaten Kutai Barat,

Penjelasan Singkat :

:
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3.
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Personal Komputer/Laptop;

Internet;

Alat Komukasi;

Buku Kerja;

Nota Dinas/Lembar Disposisi;

Dokumen Renecana Umum Pengadaan;
Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
LCD Proyelktor.

Prototip Aplikasi Manajemen UKPBJ (MANDALU)

Pencatatan/Pendataan :

Standar Operasional Prosedur ini Mengatur Tentang Prosedur dan Langkah-Langkah Proses Pengajuan
Dokumen Rencana Umum Penpgadaan dan Dolumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Ke Bagian Pengadaan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selcterariat Daerah;

e = i e = : 2. Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat., 3. PA/KPA/PPK pada Organisasi Pelaksana Telenis (OPD)/ Unit Kerin Terkait.
Tujuan : Definisi :
Standar Operasional Prosedur ini Bertujuan Sebagai Standar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagi ULP, PA/
KPA/PPK Dalam Mengajukan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan
Pengadaan Ke Bagian Pengadaan Bamng dan Jasa Sckretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.,
Peringatan : 1 Ija':gian Pf:rxgadaﬁn Barang dan Jasa Sckertariat Daerah Adalah Ormpanisasi Perangleat Daerah
Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Bamng/Jasa Pemerintah yang Melaksanakan Pengadaan
- . . Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kaly ten Kutai B :
1. Pelaksanaan Bertanggung Jawab Atas Pelaksanan Altivitas yang telah Dilakukan dan Ditetapkan; 2. chd:_\a/U LP Adalah Pejabat yang ul\-ll::r:inrnp‘iL U[E;—ﬁt})i'ah"lt Oleh SubBagi Eval i 8
2. Segala Bentuk Penyimpangan Atas Mutu Baku Terkait Perlengkapan, Waktu Maupun Output Dikatogorikan e rrplanian Sangrah: Bamla Pengadkan By e T Dt s Doy St S
Sebagal Bentuk Kegagalan yang Harus Dipertanggungjawabkan Oleh Pelaksana; Barat; oot ok e
3. Jika Prosedur Tidak Dilakasanakan, Pelayanan Pengadaan Baraj:lg..-’.]as.'\ Pemerintah Tidak Dapat Dilaksanakan; 3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit Pelaksana Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah yan
4. Diperlukan Koordinasi Dengan Scluruh Stage Horder yang Terkait; Merupakan Bagian Dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Barat yar 4
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memerlukan Perencanaan Waktu Tahapan Yang tepat; Berada Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Selkretariat Dacrah Kabupaten Kutai B f "
6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tidak /Terlambat 4. Polga ULP yang Melaksanakan Proses F‘engndm;n LB’\I'a.l"'lngﬂﬁEl l’lcr‘ner’intahl‘-ﬂ e e
\]:;:tﬁl;un:rl Ole}'];)_l;l:l’ hﬁﬂab]:;:sr::zgr;\gﬂdaan Barang/.Jasa Pemerintah Tidak Dapat Dilaksanakan Sesum Dengan 5. LPSE atau L.'ajm\ml Pengadaan Secara Elektronik adalah Unit P&:nunjnn;g Teknologi Informasi
it e AT ALY = 2 . yang Dibentuk Untuk Menyelen, kan Sist Pel an F 35 >
7. S0P ini Disusun Dengan Kondisi Semua Pejabat Terkait Berada Di Tempat dan Siap Melaksanakan Pekegjaan. 'Sec:;r'a Flelktronik: Y ggarsican Sistem Pelayanan Pengadean Barang/Jasa Pemerintah
6. PA atau Pengguna Anggaran Adalah Pgjabat Pemepgang Kewenangan Penguna Anggaran
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Dacrah atau Pejabat yang Disamakan Pada
Keterkaitan : Institusi Lain Penguna APBN/APBD;
1. Pelaksanaan Bertanggung Jawab Atas Pelaksanan Aktivitas yang telah Dilakukan dan Ditetapkan; 7. KPA atau Ku:.\s_’a Pengguna Anggaran Adalah Pejabat yang Ditetapkan Oleh PA Untuk
2. Segala Bentuk Penyimpangan Atas Mutu Baku Terkait Perlengkapan, Waktu Maupun Outpit Dikatogorikan Menggunakan APBN atau Ditetaplkan Oleh Kepala Dacrah Untuk Menggunakan APBD;
Sebagai Bentuk Kegagalan yang Harus Dipertanggungjawabkan Oleh Pelaksana; 8. l:,l'-‘K. atau Pgabat Pembuat K.mrpt men Adalah Pejabat yang Bertanggungjawab Atas Pelaksanaan
3. Jika Prosedur Tidak Dilakasanakan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tidak Dapat Dilaksanakan; l}cngml_azm Barang/Jasa Pemerintah;
4. Diperlukan Koordinasi Dengan Seluruh Stage Horder yang Terkait; 9. Penyedia Barang/Jasa Adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang Menyedialan
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memerlukan Perencanaan Waktu Tahapan Yang tepat; Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
6. Jika Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tidalk/Terlambat
Diterima Oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Maka Proses Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tidak Dapat Dilaksanakan Sesuai Dengan Waktu Yang Ditetapkan Dalam SOP;
7. SOP ini Disusun Dengan Kondisi Semua Pejabat Terkait Berada Di Tempat dan Siap Melaksanakan Pekeraan.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
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PELAKSANA MUTU BAKU
BAGIAN
PENGADAAN
BH.
NO URAIAN PROSBEDUR =g Yk BARANG DAN MAXIMAL
JASA L PENYEDIA
S BARANG/JASA Waran QUIEDT.
POKJA PELAKSANAAN
PA /| KPA PPH KEPALA BEEEKRETARIAT PERNCANAAN
DAN PEMBINAAN
Rencana Umum
Pengadaan (RUP) terdiri
1 Persiapan Penyusunan Dokamen RUP dan Rencana Pemilihan Mulai :“1:;{;\”—“,,‘
Penyedia, = 5K PAJKPA
= 5K PPK
= KERANGAKA ACUAN
KERIA (KAK)
Y
Penyusunan Dokumen RUP pada Setiap Organisasi Peranglat

2 Bl - N/A

Daerah [QOPD) oz
— 1
A 4

3 PAJKPA OPD Mengumumkan pada Portal Pengadaan Nasional P Y |
dan Papan Pengumuman Resmi Kantor. | N/A Pengumuman RUP

4 | Penyedia Barang/Jasa Mengakses melalui website. Setiap Saat :;Ll;r;)rmas['[‘muang
ULP Menyampaikan dan/atau Menerima Surat Permintaan Surat Permintaan

S Dokumen RUP  Kepada OPD PA/KPA dan  Rencana 3 Hard RUP dan Rencana
Pelhlksanaan Pengadaan Kepada PPK OPD Pelaksanaan kepeada

SKPD
PA/KPA Menyampaikan Dokumen RUF Kepada PPK dan Polja 1. RUP
ULP Meliputi : 2. Rencana
1. Kebijakan Umum Pengadaan; Pellksanaan
2. Rencana Penganggaran Biaya Penpgadaan; A 4 Pengadaan yang
3. Kerangka Acuan Kerja {IKKAK). terdiri : :

6 N/A - KAK
Menyampaikan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan ] . PHPS
Meliputi : - Spesifikasi
1. Penctapan Harga Perkiraan Sendiri (PHPS), Teknis
2. Dokumen Spesifikasi/ Gambar Teknis; - Rancangan
3. Rancangan Kontrak Telah Terisi. Kontrak Terisi

1. RUP
2. Rencana
Pelaksanaan
Kepala ULP Menerima Dokumen RUP, Rencana Pelaksanaan Lo p‘:“(_&'“_‘l““f‘ yang

7 | Fengadaan dan Mendisposisi ke Pokja Perencanaan dan . terdiri :
Pembinaan Serta Pokja yang akan melaksanakan E-Tendering 1 Hari - KAK‘
meklui Sekretariat, - PE-IE’:;I :

- Spesilikasi
Telnis
- Rancangan

Kontrak Terisi




PELAKSANA MUTU BAKU
BAGIAN
PENGADAAN
No URAIAN PROSEDUR PECEL ey BARANG DAN AL
o won | e | Mo ovrrar
" POKJA PELAKSANAAN
PA [ KPA PPH  KEPALA SEKRETARIAT PERNCANAAN
) DAN PEMBINAAN
1. RUP
2. Rencana
Pelaksanaan
Pengadaan
Sekretariat | Meneruskan Dokumen RUP dan Rencana RENLAKPEN yang
8 Pelaksanaan Pengadaan ke Pokja Perencanaan  dan " terdiz : N
Pembinaan, Serta Pokjp ULP yang akan Melalksanakan E- § | 1 Hari - KAK
Tendering jila diperlukan. TDAK - PHPS
- Spesifikasi
Teknis
- Rancangan
Kontrak Terisi
Pokja Perencanaan dan Persiapan Penpgadaan Pemeriksa dan
Memverifikasi Dokumen RUP dan Rencana Pelaksanaan L. RUP
@ Pengadaan  dengan  Berkoordinasi Pokja yang alan i 3 Hari 2. RENLAKPEN
Melaksanakan  Proses Pengadaan  Barang/Jasa  (Jika 3. Surat Tugas Pokja
diperlukan). PP
Rencana Pemilihan
¥ YA Penyedia
Jika Dokumen RUP dan Hencana Pelaksanaan Pengadaan Berdasarkan Beri
dinyatakan Lengkap oleh Pokja Perencanaan dan Pembinaan . - Acara Rapat
10 maka PPK Bersama Pokja Pes an dan Pembi untulk B N/A FPengkajiam Ulang
Melaksanakan Rapat  Penyusunan Renecana Pemilihan RUP dan Rencana
Penyedia (RPP)., Pelaksanaan
Pengadaan atau
Penetapan Rencana
Pemilihan Penyedia
Y
PA/KPA Menetapkan dan Menyampaikan Dokumen RUF Haasil \ « Dokumen RUP
11 Pengkajian Ulang dan Mengumumkan RUP Hasil Revisi TANPA KAJIULANG M/A » Dhrlaimien
(Apabila Ada). RENLAKPEN
KAJI
ULANG
12 Pokja Perencana  dan Pembinaan  dan PPK menyetujui X Dokumen
Bersama Rencana Pemilihan Penyedia (Rppenyediaj, 2 Hari Rppenyedia
b 4
1. RUP
Dokumen usulan E-Tendering Telah Siap, dan diserahkan L] 2. RENLAKPEN
13 | pada Sekretariat ULP untuk selanjutnya didistribusi pada 1 Hari 3. Rppenvedia
Pokja ULP. 4. Burat Tugas Pokja
uULP
h 4




PELAKSANA

MUTU BAKU
BAGIAN
PENGADAAN
NO URAIAN PROSEDUR BHED LLL BARANG DAN MAXIMAL
JasA LPSE gl WAKTU ouTPUT
i POKJA PELAKSANAAN
PA | KPA PPK KEPALA SEKRETARIAT - PERNCANAAN
DAN PEMBINAAN
1. RUP
2. Rencana
Pelaksanaan
Y Pengadaan
Sekretariat Menerima Dokumen Penetapan Rencana Pemilihan (RENLAKPEN)
Penyedia yang dilengkapi Dokumen RUP dan Deokumen yang terdiri :
14 | Rencana Pelaksanaan Pengadaan agar dapat didistribusikan 2 Hari - KAK
pada Pokja ULP, agar Dapat Melaksankan Proses Penpadaan - PHPS
Barang/Jasa Sesuai SOP yang telah di tetapkan. - Spesifikasi
Teknis
- Rancangan
Kontrak Terisi
3. RPpenyedia
y
13 Hari Tidak
Selesai Termasuk Proses
Pada OFD

KETERANGAN GAMBAR

| O9gL

= Awal / Akhir Proses

]

Proses

]

Dokumen (Fisik/ Elektronik)

Pengambilan Keputusan

= (Garis Koordinasi

Berlanjut Ke Halaman Berikut




